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Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera 
dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum. 












Perwakafan berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, adalah 
memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan 
pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan 
wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. 
Perwakafan pada zaman nabi Muhammad SAW hanya berupa benda yang terlihat 
jelas bentuknya, demikian juga dengan bentuk perwakafan di Indonesia. Namun, 
setelah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan berupa benda 
bergerak yaitu wakaf berupa hak diperbolehkan. 
Demikian halnya wakaf hak pelayanan, wakaf jenis ini sebenarnya salah 
satu bentuk wakaf yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia yang pada saat 
ini hidup dalam keterpurukan karena bencana yang berulang-ulang. Yang jadi 
masalah penelitian ini adalah apakah hak merupakan harta benda yang dapat 
diwakafkan, bagaimana konsep wakaf hak pelayanan serta bagaimana tinjauan 
hukum Islam terhadap hak pelayanan sebagai harta benda wakaf. 
Metode penelitian skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan 
(Library Research). Metode yang digunakan ialah metode kualitatif, Tujuan yang 
dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi, 
atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan oleh penulis buku, atau 
mengenalisa berbagai kesalahan dalam karangan. Dalam analisis data, penulis 
menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan 
tentang keberadaan hak sebagai harta benda dan tentang tinjauan hukum Islam 
terhadap wakaf hak pelayanan, serta dengan pendekatan normatif. 
Disini, hak tidak dapat dikatakan sebagai benda yang dapat diwakafkan. 
Dengan alasan bahwa meski hak di sini merupakan harta benda, namun hak hanya 
benda yang berupa non materi. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai salah satu harta 
benda wakaf, karena harta benda wakaf haruslah mempunyai bentuk dan batasan-
batasan yang jelas, serta memiliki nilai ekonomi. 
Wakaf hak pelayanan adalah wakaf yang menjadi kepunyaan milik atau 
kekuasaan untuk berbuat sesuatu guna menyediakan pelayanan baik berupa 
barang dan jasa bagi orang lain (masyarakat umum) yang membutuhkan. 
Menurut penulis bahwa pada dasarnya suatu hak pelayanan tidak dapat 
dijadikan harta benda wakaf, dengan alasan bahwa wakaf yang berbentuk hak 
pelayanan tidak dapat diqiyaskan atau disamakan dengan wakaf tanah. Karena 
wakaf pertanahan terlihat jelas bentuk bendanya, sedangkan wakaf yang 
berbentuk hak pelayanan tidak terlihat jelas bendanya. 
Wakaf hak pelayanan sampai saat ini belum bisa dikatakan sebagai harta 
benda wakaf, karena wakaf jenis ini hanya memberikan harta benda yang bersifat 
non materi (jasa). Sedangkan dalam rukun dan syarat wakaf disebutkan bahwa 
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 َنا ِّم  اَُمل اَان َْ َز َْ َأ اا َّ ِمَم  ُْمْبا َ َ  ااَم ِتَابِّيَط نِم ْاُوِقفَنأ ْاُونَمآ َنيِذَّلا َاهَُّيأ َاي
 ْاوا ُ ِا ْْ ُت َنأ َِّلاِ ِهايِذ َِ ِآب  ُم َْ َلَم َنُوِقفُنت ُهْنِم َثِيبَخْلا ْاوُا ََّاَيت َلاَم ِضَْرلأا
  ديِاَح ٌِّينَغ َّاللّ ََّنأ ْاوَُالْعاَم ِهِيف         
  
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian 
dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 
buruk- buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu 
sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan 
mata terhadapnya. Dan ketahuiah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji” 1( Al-Baqarah, 2: 267). 
                                                 
1  Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 
1992, hlm. 67 
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TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK PELAYANAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Berdasarkan maknanya yang umum dan praktiknya, wakaf adalah 
memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur 
tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai 




Wakaf telah dikenal sejak adanya kehidupan bermasyarakat dimuka 
bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh 
manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat 
peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak 
dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan dan tempat-tempat yang 
sering digunakan masyarakat seperti tanah dari bangunan yang sering 
dipergunakan masyarakat 
Wakaf sebagai konsep sosial yang memiliki dimensi ibadah juga 
disebut amal jariyah. Dimana pahala yang didapat oleh wakif akan selalu 
mengalir selama harta tersebut masih ada dan bermanfaat. Setiap masyarakat 
menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara 
keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat.  
                                                 
1
  Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, Terjemahan Muhyidin Mas Rida dan 





Menurut Abu Zahrah, wakaf telah dikenal sebelum Islam, walaupun 
dalam prakteknya belum dinamakan wakaf. Tetapi ini telah menunjukkan 
bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.
2
 Pemberian berupa hak milik dimana 
pemanfaatan untuk kepentingan umum demi pendekatan diri kepada Allah 
SWT.  
Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela tabarru' untuk 
mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan 
tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah.
3
 
Dalam Islam, wakaf tidak terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan 
hal-hal yang menjadi prasarana dan sarana saja, tetapi diperbolehkan dalam 
semua macam sedekah. Semua sedekah pada kaum fakir dan orang-orang 
yang membutuhkannya.
4
 Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu 
bentuk ibadah kebajikan. Sebagaimana yang firman Allah SWT dalam QS. 
Al-Hajj, 22: 77 
َ َااو  َويَِِعاْا َسورَِاَ ولااْونل ََِاْداُْ وََِّاَِاْدْباا َو َِاَِعااْس َ و َِِعاْر َاََني مآاانيَِأاَا ََييَأاَي
ََنعْحم وْفتَ ولْون ََسيَ
 
 Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, ruku‟lah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu 
mendapatkan kemenangan”. 5 
Perbuatan wakaf adalah perbuatan memutus hubungan hukum antara 
pemilik dengan barang yang diwakafkannya dan kemudian benda wakaf 
                                                 
2
 Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat Fi Al- Waqf, mesir: daar al-fikr al- araby, 1971, 
hlm.5 
3
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet.I, 
1995, hlm. 483 
4
 Ibid., hlm. 479-480 
5َDepartemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 
1992, hlm. 526. 
 3 
tersebut dilembagakan. Maksudnya dicabut dari lalu lintas hukum dan 
perekonomian, sebab barang yang telah diwakafkan tidak boleh lagi dialihkan 
seperti dijual, dihibahkan ataupun diwariskan. 
Wakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan 
manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena pahala wakaf itu 
terus–menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. Juga 
terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya 
dan dapat menghambat arus kerusakan.
6
 Bahkan menurut Ar-Rafi’i, shadaqoh 
selain wakaf bukanlah shadaqoh jariyah.
7
  
Sejak masa Rasulallah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti 
Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu 
diseluruh negeri muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan 
bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama ini telah diterima (diresapi) 
menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Disamping itu suatu kenyataan 
pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf bergerak 
atau benda tidak bergerak.  
 Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat 
perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu 
memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah 
                                                 
6
 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Algesindo, , 1994, hlm. 341. 
7
 Muhammad asy- Syarbani al-Katib, Mughni Al- Muhtaj, Jilid II, Mesir: Mustafa al-
Halali, 1958, hlm. 276. 
 4 
wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju 
perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. 
8
 
Menyadari arti pentingnya tanah wakaf, maka pemerintah merasa perlu 
memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan perwakafan tanah 
milik demi menunjang kehidupan beragama dalam masyarakat. Oleh karena 
itu, pemerintah menyusun dan mengundangkan Peraturan Pemerintah No.28 
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (LN Tahun 1977 No.28, TLN 
No.3107) . Peraturan Pemerintah No.28 tersebut, merupakan perwujudan dari 
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) pada pasal 49 ayat 3 BAB I bagian IX tentang Hak Tanah untuk 
Keperluan Suci dan Sosial.  
Dalam PP No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA), materi PP hanya mengatur tentang perwakafan tanah milik, sedang 
untuk perwakafan benda lainnya seperti benda bergerak belum ada 
pengaturannya.  
Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 
berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa 
dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia memang 
meningkat karena sudah cukup banyak tanah wakaf yang bersertifikat, akan 
                                                 
8
 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf, Jakarta: 
Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 30. 
 5 
tetapi dampaknya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat belum 
nampak.
9
    
Maka dari itu, pemerintah menyusun dan mengundangkan Undang-
Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada tanggal 
27 0ktober 2004 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Dengan 
dikeluarkannya UU No. 41/2004 tersebut maka lengkaplah sudah peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia.
10
 
Diharapkan dengan diundangkannya UU No. 41/2004, berbagai 
persoalan perwakafan dapat diatasi, Jadi Dalam UU No. 41/2004, disusun 
harta benda wakaf berupa benda bergerak, yang meliputi uang, logam mulia, 
surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual serta hak 
sewa.
11
Dengan Undang-Undang ini diharapkan agar harta benda wakaf dapat 
difungsikan dan dimanfaatkan lebih proporsional.  
Diantara bentuk harta wakaf berupa harta bergerak yang berbentuk hak 
ialah hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa. Kedua bentuk wakaf ini 
merupakan bentuk baru dalam perwakafan di Indonesia.  
Salah satu bentuk wakaf yang menyerupai wakaf hak sewa dan wakaf 
hak atas kekayaan intelektual ialah wakaf hak pelayanan, wakaf hak pelayanan 
ialah mewakafkan sesuatu selain harta benda, dalam hal ini wakaf berupa hak 
                                                 
9
 Farida Prihatini, et al, Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di 
Indonesia, Depok: Papas Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Cet-1, 2005, hlm. 
130. 
10
 Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 
2005, hlm. 5. 
11
 Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: 
Harvarindo, 2005, hlm. 8-9. 
 
 6 
atau manfa’at suatu benda. Bentuk wakaf seperti ini sebenarnya untuk 
hasilnya lebih dapat langsung diberikan atau dinikmati oleh yang berhak tanpa 
dikhawatirkan adanya penyalahgunaan peruntukan harta benda wakaf. Karena 
wakaf hak pelayanan dalam memberikan wakaf bukan berupa harta benda 
yang jelas terlihat bentuk dan batasan benda tersebut, melainkan hak atau jasa 
si wakif ( pemberi wakaf ). Contoh dari wakaf hak pelayanan antara lain wakaf 
gotong royong yaitu menyumbangkan tenaga untuk membangun tanah wakaf, 
pelayanan kesehatan gratis, pelayanan sunatan masal, bantuan tenaga 
kemanusiaan terhadap korban bencana alam, dan lain- lain. 
Wakaf berupa hak pelayanan, merupakan bentuk wakaf baru yang 
perlu dikaji dan dikembangkan dalam hukum perwakafan di Indonesia. 
Bentuk wakaf ini merupakan bentuk wakaf yang sangat produktif untuk 
memajukan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai nilai sosial dan 
ibadah. 
Dari pemaparan diatas, maka kemudian penulis tertarik untuk 
melakukan kajian mengenai hal tersebut, dalam sebuah kajian skripsi. 
Disamping itu juga karena masih banyaknya masyarakat yang belum 
mengetahui secara jelas ketentuan hukum yang mengatur tentang wakaf. Dan 
agar dapat komprehensip pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis 
mengadakan spesifikasi kajian yang memfokuskan pembahasan pada bentuk 
wakaf yang berupa hak dengan judul: “ TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TERHADAP WAKAF HAK PELAYANAN “. 
 
 7 
B. Rumusan Masalah 
Dari abstraksi latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 
pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah : 
1. Bagaimana konsep wakaf berupa hak pelayanan 
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang wakaf hak pelayanan 
C. Tujuan Penulisan Skripsi 
Suatu penulisan karya ilmiah tentu mempunyai maksud dan tujuan 
pokok yang akan dicapai atas pembahasan materi tersebut. Oleh karena itu, 
maka penulis merumuskan tujuan penulisan skripsi sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui kosep wakaf hak pelayanan. 
2. Untuk mengetahui konsep wakaf hak pelayanan dalam hukum Islam 
D. Telaah Pustaka         
Untuk melengkapi karya skripsi yang ilmiah, berikut akan penulis 
kemukakan sekilas dari gambaran sumber rujukan yang penulis ambil dari 
penelitian kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan 
sebagai bahan rujukan untuk membahas masalah wakaf adalah sebagai 
berikut:      
Ada beberapa skripsi yang membahas tentang masalah wakaf. Maka 
untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan beberapa skripsi yang dapat 
penulis jumpai: 
Studi Analisis Tentang Status Wakaf Non Muslim Menurut Persepsi 
Imam Al Mawardi Disusun oleh Draajat, Nim 2193017 lulus tahun 2000. 
Skripsinya menjelaskan  tentang pendapat Imam al Mawardi berpendapat 
 8 
bahwa selain orang islam  dapat mewakafkan harta benda miliknya sepanjang 
tujuan dari wakaf tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam dan tidak 
untuk kegiatan yang mengandung kemaksiatan. 
Studi Analisis Tentang Penerapan  Istihsan Dalam Perubahan Tanah 
wakaf Disusun  oleh Taufiq Jamzuri, NIM 2194046 lulus tahun 2000. skripsi 
ini menjelaskan tentang konsep konversi (perubahan) tanah wakaf yang 
dibenarkan oleh hukum islam, bilamana tidak sesuai dengan tujuan semula 
wakaf yang telah didikrarkan wakif dan bilamana adanya kepentingan umum 
yang lebih mendesak, dan dikehendaki oleh masyarakat. 
Studi Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Pemilikan Harta 
Wakaf. Disusun oleh Enny Dwi Yuniastuti. NIM. 2196030 lulus tahun 2002. 
Skripsinya menjelaskan tentang pendapat Imam Hanafi mengenai kepemilikan 
harta wakaf. Analisanya, menurut Imam Hanafi wakaf itu tergantung pada 
niatnya. Imam Hanafi beralasan bahwa dasar diperkenankannya wakaf itu 
sebagai „ariyah, yaitu mentasyarufkan kemanfaatan kearah wakaf dan 
penetapan benda itu diatas pemilikan wakif, diperkenankan bagi wakif untuk 
meminta kembali harta wakaf dan boleh menjualnya serta mewariskannya. 
Patut digaris bawahi bahwa dalam kajian pustaka ini, secara sadar 
penulis mengakui betapa banyak mahasiswa Fakultsas Syariah IAIN 
Walisongo yang telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan 
dengan wakaf. Namun demikian, skripsi yang sedang penulis bahas ini 
berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada.  
 9 
Hal ini, dapat dilihat dari judul–judul skripsi yang telah ada. Meskipun 
mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya. 
Jadi apa yang sedang penulis bahas merupakan hal baru yang jauh dari upaya 
penjiplakan. 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian skripsi ini adalah merupakan penelitian kepustakaan 
(Library Research). Metode yang digunakan ialah metode kualitatif, maksud 
kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan model matematik, model 
statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya.
12
Tujuan yang 
dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu 
situasi, atau untuk mengupas pengertian baru yang diperkenalkan oleh penulis 
buku, atau mengenalisa berbagai kesalahan dalam karangan.
13
 
Proses penulisan skripsi ini dalam pembahasannya memakai metode 
sebagai berikut : 
1. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal 
atau keteangan-keterangan atau kerateristik-karateristik sebagian atau 
seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung 
penelitian.
14
 Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode 
dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-
buku atau tulisan-tulisan yang mendukung pembahasan mengenai wakaf 
                                                 
12
 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 2002, hlm. 98. 
13
 Winarno Surachmad, Dasar dan tehnik Research; Penganta  Metodolgi Ilmiah, 
Bandung: CV. Tarsito, 1972, hlm. 137. 
14
 M. Iqbal Hasan,Op cit, hlm. 83. 
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hak pelayanan. Penulis mencoba berkonsentrasi dalam penelusuran dan 
pengumpulan bahan-bahan pustaka dan data-data literature relevan yang 
bersumber dari : kitab-kitab fiqh, kitab-kitab ushul fiqh, buku-buku 
tentang wakafhak pelayanan, majalah, data dari website serta koran. 
2. Metode Analisis Data 
Metode analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 
dasar.
15
 Oleh karena itu data yang telah terkumpul kemudian di analisis 
dengan menggunakan metode analisis deskriptif, dimana maksud analisis 
adalah cara berfikir tajam dan mendalam dengan berusaha menemukan 
kelemahan dan kelebihan. Dalam hal ini adalah, yang berkaitan dengan 
tinjauan hukum Islam terhadap wakaf hak pelayanan.  
Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang 
seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala lain.
16
 Atau suatu penelitian 
yang menggambarkan objek penelitian apa adanya secara proposional. 
Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan 
tentang keberadaan hak sebagai harta benda dan tentang tinjauan hukum 
Islam terhadap wakaf hak pelayanan,  
Metode ini menggunakan pendekatan normatif, pendekatan 
normatif adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk norma,
17
 dan 
yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan 
                                                 
15
 Ibid, hlm. 97. 
16
 Suharsini Arikunto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas 
Indonesia, 1986, hlm. 10 
17
 Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 29 
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pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil 
pemecahan permasalahan yang ada. 
Dalam mencari kesimpulan yang sesuai dengan pokok masalah, 
penulis menggunakan cara berfikir sebagai berikut yaitu metode deduksi, 
dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan kongret 
mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan guna 
menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.
18
  
F. Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi 
secara keseluruhan, maka disini akan penulis sampaikan sistematika penulisan 
skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di 
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan 
skripsi ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : Merupakan pendahuluan yang mengatur format skripsi. Dalam bab 
ini, penulis kemukakan mengenai latar belakang masalah, 
permasalahan, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode 
penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II : Tinjauan umum tentang wakaf. Merupakan landasan teori yang 
penulis gali dari perpustakaan. Memuat tentang pengertian wakaf, 
dasar hukum wakaf, syarat wakaf, unsur/rukun wakaf dan macam 
wakaf. 
                                                 
18
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2003, Cet. Ke-6, hlm. 71. 
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BAB III : Wakaf hak pelayanan. Dalam bab ini, penulis kemukakan mengenai 
harta benda wakaf, konsep wakaf hak pelayanan. 
BAB IV : Analisis terhadap hukum Islam tentang wakaf hak pelayanan. 
Memuat mengenai hak sebagai harta benda, tinjauan hokum Islam 
terhadap wakaf hak pelayanan kaitannya. 
BAB V : Penutup. Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi 





KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF  
 
Harta benda ternyata mempunyai kedudukan yang sangat penting, tetapi 
sekaligus rawan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita 
bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah 
sangat memperhatikan terhadap segala hal yang ada sangkut pautnya dengan harta 
kekayaan. Kaitannya dengan harta kekayaan, Islam membawa seperangkat hukum, 
antara lain: Syariat tentang kewarisan, tentang zakat, infaq, shadaqah, hibah dan 
syariat tentang wakaf.  
Pemilikan harta dalam Islam itu disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, 
segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, secara moral 
harus diyakini secara teologis bahwa sebagian harta tersebut manjadi hak pihak lain, 
yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, dan 
untuk fasilitas umum.1  
Asas kesinambungan dalam kehidupan atau keselarasan dalam kehidupan 
merupakan azas hukum yang universal, dan azas itu diambil dari tujuan perwakafan. 
yakni, untuk beribadah atau pengabdian kapada Allah SWT, sebagai wahana 
komunikasi dan keseimbangan spirit antara manusia dengan Tuhan-Nya. Dan pada 
gilirannya dapat menimbulkan keserasian diri dengan hati nurani untuk mewujudkan 
ketentraman dan ketertiban dalam hidup. 
                                                 
1 Departemen Agama, Fiqih Wakaf, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, 
2005, hlm. 67, 
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Wakaf sebagai salah satu bentuk pelepasan harta kekayaan yang dimaksudkan 
untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk 
meningkatkan kesejahteraan kehidupan manusia. 
A. Pengertian Wakaf 
1. Pengertian Wakaf 
Perkataan waqf menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari 
kata kerja bahasa arab  فقّ-  فقي- بفقّ  berarti “berdiri, berhenti”.2 Kata wakaf 
sering disebut juga dengan habs.
3
 Dengan demikian, kata wakaf itu dapat 
berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian 
menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf 
dalam bahasa ini. 
Menurut istilah syara’, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik 
yang tahan lama zatnya kepada seorang nadzir (penjaga wakaf) atau kepada 
suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya 
digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam.4 Dalam 
hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, 
dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik 
Allah (hak umum). 
                                                 
2
A.W. Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1994 , 
cet ke-14, hlm. 1576. 
3
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Bandung: Al-Ma’arif, 1997, hlm. 148. 
4
 Harun Nasution, et all., Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 981. 
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Wakaf menurut jumhur ulama’ ialah suatu harta yang mungkin 
dimanfaatkan selagi barangnya utuh. Dengan putusnya hak penggunaan dari 
wakif, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada 
Allah.
5
 Harta wakaf atau hasilnya, dibelanjakan untuk mendekatkan diri 
kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta itu, maka harta keluar dari 
pemilikan wakif, dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah. 
Bagi wakif, terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya 
sesuai tujuan. 
Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana 
disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah, perbuatan hukum 
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian 
dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna 
kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
6
 
Dalam pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 41 
tahun  2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: “Wakaf 
adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk 
                                                 
5
 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara 
Kita, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 20 
6
 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, cet. ke-1, 2005, 
hlm.68 
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jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 
dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”7    
Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan 
tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda 
wakaf, pada hakikatnya adalah pengekalan dari manfaat benda wakaf itu. 
Namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan diatas, 
dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek 
sebagai berikut: 
a. Harta benda itu milik yang sempurna 
b. Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau 
dua kali pakai 
c. Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya 
d. Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adalah milik Allah 
dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan 
e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai 
dengan ajaran Islam. 
B. Dasar Hukum Wakaf 
1. Al-Qur'an 
Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari 
pemahaman terhadap teks Al-quran dan As-sunah. Dalam al-qur'an tidak secara 
                                                 
7 Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Jakarta: 
Harvarindo, 2005, hlm.2. 
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tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satu pun ayat qur'an yang 
menyinggung kata "waqf"8  
Kendatipun demikian, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk 
kebajikan melalui harta benda, jadi ada beberapa ayat yang memerintahkan 
manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, yang disandarkan sebagai 
landasan atau dasar wakaf, antara lain : 
a. QS. Al-Baqarah, 2: 267 
 نن َُل بَنٌ َْز ْ َأ بن َّوِه َّ  ُْن ْجن َْ َ  بنَه  ِبَنجِّ َ  ينِه ْاُِْقفًَأ ْاٌَُْهآ َييِذَّلا َب َُِّيأ َبي
َىأ َِّلاَ َِ نيِذ ِْ ِيث ُن ن ْ َل َّ  َىُْنِقفٌُت َُنٌْ ِه  َنِِّج َ ْلا ْاْنُو ََّوَِّت َلا َّ  ِضَْرلأا َي ِّه 
  دِِّوَح ٌِّيٌَغ َّاللّ ََّىأ ْاَُْولْعا َّ  َِ ِِّف ْاُْضِوُْغت   
  
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari 
apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah 
kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu nafkahkan dari 
padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuiah 
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. 9  
 
Ayat ini menjelaskan bahwa pilihlah yang baik-baik dari apa yang 
kamunafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai 
kamu sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. 
Selanjutnya, ayat ini mengingatkan para pemberi nafkah agar menempatkan diri 
pada tempat orang yang menerimanya. 
                                                 
8  Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Jakarta : Mitra 
Abadi Press, 2005, cet pertama, hlm. 57-58  
9  Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah, Semarang : PT. Tanjung Mas Inti, 
1992, hlm. 67 
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Allah memerintahkan pada manusia, agar memberi nafkah kepada yang 
butuh, bukan karena Allah tidak mampu memberi secara langsung, tetapi 
perintah ini adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan si pemberi.
10
 
Jadi, kata anfiquu mempunyai arti menafkahkan atau menyedekahkan 
(wakaf) yang baik-baik untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan guna 
dipergunakan untuk kepentingan umum. 
b. QS. Ali Imran, 3: 92  
 َّاللّ َِّىَإف ٍءْيَش  يِه ْاُِْقفٌُت بَه َّ  َى ُّْجُِحت ب َّوِه ْاُِْقفٌُت َّٔ َح َِّزجْلا ْاُْلَبٌَت َيل
  نِِّلَع َِ ِث 
  
Artinya “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), 
sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan 
apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah 
mengetahuinya”. 11  
 
Penjelasan ayat ini ialah banyak orang yang menafkahkan apa yang ia 
cintai, tetapi beserta riya. Dan banyak orang yang jiwanya penuh dengan 
keinginan berbakti, tidak mempunyai harta untuk disedekahkan. Serta kita 
diperintahkan untuk menyembunyikan sedekah agar tidak menimbulkan riya 
dalam dada orang yang bersedekah. 
Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa tanda iman dan 
neracanya yang benar ialah mengeluarkan harta yang dicintai dijalan Allah 
dengan ikhlas serta niat yang baik. Tidak dapat seseorang menjadi mukmin 
                                                 
10  M. Quraish Shihab. Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an), Juz 1, 
Jakarta: Lentera Hati, Cet. II, 2004, hlm. 577. 
11
 Departemen Agama RI, op cit, hlm. 91  
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yang sempurna kalau tidak mau menyedekahkan harta yang dicintai.
12
Ayat 
diatas sering digunakan fuqaha‟ untuk rujukan wakaf. 
2. As- Sunnah  
Sunnah Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah 
wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan 
tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu : 
 َيع  .ص  َ َِيث َ  يلا ََٔتَأف .ََزجِّْ َ ِث بًضَْرأ ُزَوُع َةبََصأ :َلَبق َزَوُع ِيْثا
 ٍُُزِْهَأ ْ َي .م  َلَبَقف َبِِِّْف  َْنل ََزجِّْ َ ِث بًضَْرأ ُْتجََصأ ٓ َِ  ِىَ ِاللّ َل ْ ُسَرَبي  :
 َلَبق ؟َِ ِث ًُِٔزُْهَأتبََوف .ٌَُْ ِه ِٓدٌْ ِع ََسفًْ َأ َْ ُ  َ َُ  َطق َلآبَه ْتُِصأ َْتئِش ْىَ :
 ُعَبُجيلا ٍُ َ  ىأ ؛ُزَوُع َبِِث َتْق َ  دََص َف : َلَبق .َبِِث َتْقَدََصت َّ  َبَِلْصأ َت ْ َجَح
 ِٔف ُزَوُعَبِِث َق دََص َف :َلَبق َُتُ ْ ُي لا َّ  ُثَرُْي لا َّ  ُعَب ُْجي لا َّ  .َبُِلْصأ
 ِاللّ ِلِِّْجَس ِٔف َّ  ِةَبق َِ  زلا ِٔف َّ  ٔثُْزقْلا ِٔف َّ  ِءاََزُقفلا ِلِِّْج  ْ لا ِْيثا َّ
 ُنِعُْطي ّْ أ ِف ّْ ُزْعَوْلِبث َبٌِْ ِه ُل َُ َأي ْىأ َبَِِِّل َّ  ْيَه ٔلَع َحَبٌ ُلا ِفِّْ  ضلا َّ
ًبقْيِدَص  ٍاّر( َِِّْف ِل  ْ ََو ُه َزَِّْغ  ) نلْه13  
 
Artinya :”Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar telah menguasai tanah di 
Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta 
intruksi sehubungan dengan tanah tersebut”. Ia berkata: "Ya 
Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang 
aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang engkau 
perintahkan kepada-ku dengannya?” Beliau bersabda: " Jika kamu 
menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya”. 
Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, 
dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-
orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan 
tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari 
hasil tanah tersebut dengan cara yang ma‟ruf dan memakannya tanpa 
maksud memperkaya diri”. 
                                                 
12 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur‟anul Majied “An-Nur”, Juz 1, Jakarta: Bulan 
Bintang, Cet. II, 1965, hlm. 254. 
13
 Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, Shahih Muslim, Jilid III, Beirut: Daar al-Ihya’ al-
Thirosul Araby, t.th, hlm. 494. 
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Jelas, maksud dari shadaqah jariyah adalah wakaf.  Karena pahala wakaf 
akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan. 
Sebagaimana keutamaan shadaqah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya 
langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.14 
Hadits di atas adalah yang mendasari disyari’atkanya wakaf sebagai 
tindakan hukum, dengan mendermakan sebagian harta kekayaan untuk 
kepentingan umum, baik kepentingan sosial maupun kepentingan keagamaan 
dengan maksud memperoleh pahala dari Allah SWT. 
Sedikit sekali memang, ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits, yang 
menyinggung tentang wakaf. Karena itu, sedikit sekali hukum-hukum wakaf 
yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat 
al-Qur’an dan Hadits yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqh 
Islam. Sejak masa Khulafa’ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan 
mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu, 
sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil 
ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti, 
qiyas, maslahah mursalah dan lain-lain. 
Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam 
masalah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap 
penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan futuristik (berorientasi pada masa 
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 Yusuf Qardhawi, Fiqh Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting, 
Terjemah, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 123. 
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depan). Dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan 
sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk dari bagian muammalah 
yang memiliki jangkauan yang lebih luas.15  
C. Rukun dan Syarat Wakaf 
1. Rukun Wakaf 
Dalam Islam, wakaf dianggap sah jika wakaf itu telah dilaksanakan 
dengan memenuhi syarat dan rukunnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang ada dalam hukum Islam. 
Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok 
dalam pembentukan suatu hal.
16
 Dengan demikian, tanpa rukun sesuatu tidak 
akan berdiri tegak. Wakaf sebagai suatu lembaga Islam mempunyai beberapa 
rukun. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat 
berdiri. 
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf. 
Adapun rukun wakaf ada empat,17 yaitu: 
1.  Wakif (orang yang berwakaf) 
2.  Mauquf bih (harta wakaf) 
                                                 
15
 Depag RI, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Jakarta: Dirjen Bimas Islam 
dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 59. 
16
 Said Agil Husain Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Penamadani, 
2004, Cet-1, hlm. 134. 
17
 Abdul Wahhab Khallaf, Ahkam al-Waqf, Mesir: Matba’ah al-Misr, 1951, hlm. 14. 
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3.  Mauquf „Alaih (tujuan wakaf) 
4.  Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk 
 mewakafkan sebagian harta benda miliknya). 




c. Harta benda wakaf 
d. Ikrar wakaf 
e. Peruntukan harta benda wakaf 
f. Jangka waktu wakaf18 
2. Syarat Wakaf 
Rukun-rukun yang dikemukakan, masing-masing harus memenuhi 
syarat-syarat. Jadi, syarat-syarat wakaf masuk pada setiap rukun wakaf, dan 
setiap rukun wakaf mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada 
tujuan tersebut, sehingga antara syarat dan rukun wakaf itu menjadi satu 
rangkaian artinya, saling terkait dan melengkapi. 
Sementara itu, sahnya wakaf sebagaimana disebut dalam Undang-
Undang Wakaf no. 41 tahun 2004 pasal 2 dikatakan bahwa, wakaf sah apabila 
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 Hadi Setia Tunggal, op cit, hlm. 4 
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dilaksanakan menurut syari’ah19.Maka bagi umat Islam, ketentuan mengenai 
terlaksananya wakaf dengan baik, mempunyai kedudukan yang sangat 
menentukan, untuk sah atau tidaknya sebuah perwakafan adalah: 
a. Wakif 
Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Suatu 
perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai 
kecakapan untuk melakukan tabarru‟ yaitu melepaskan hak milik tanpa 
mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan mempunyai 
kecakapan tabarru‟ dalam hal perwakafan, apabila orang tersebut 
memenuhi syarat yaitu: 
1) Dewasa 
2) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 
3) Berakal sehat 
4) Pemilik sah harta benda wakaf.20 
Karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk 
kepentingan umum, oleh karena itu syarat terpenting dari wakif adalah 
kecakapan bertindak. Mengenai kecakapan bertindak dalam buku-buku 
fiqih Islam ada dua istilah yang perlu dipahami yaitu baligh dan rasyid. 
Baligh adalah dewasa, dalam hal ini ulama’ berpendapat umur 15 tahun. 
                                                 
19









Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sama 
halnya dengan wakif, orang yang dipandang sah menjadi nadzir adalah 
orang dewasa, berakal sehat dan beragama Islam. Sedangkan menurut 
ketentuan undang-undang wakaf no 41 tahun 2004, seseorang dapat 
menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Beragama Islam 
3) Dewasa 
4) Amanah 
5) Mampu secara jasmani dan rohani 
6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 22 
Mengingat nadzir adalah pemegang harta yang pada dasarnya 
harus dikelola secara baik demi kepentingan umat dan masyarakat banyak, 
maka seorang atau beberapa nadzir harus yang jujur atau amanah (dapat 
dipercaya). 
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 H. M. Tahir Azhari, et all., Hukum Islam Dan Wakaf Teori dan Prakteknya Di Indonesia, 
Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Cet-1, 2005, hlm. 111. 
22
 Hadi Setia Tunggal, op cit, hlm. 6. 
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c. Harta benda wakaf (maukuf) 
Yang dimaksud harta benda wakaf adalah harta benda yang di 
wakafkan oleh wakif kepada nadzir, dalam kaitan ini, harta benda wakaf 
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) Benda itu adalah milik sah dari pihak yang berwakaf  
2) Benda yang diwakafkan itu tahan lama dan bisa diambil manfaatnya 
3) Benda yang diwakafkan itu harus sesuatu yang boleh dimiliki dan 
dimanfaatkan, karena itu tidak boleh mewakafkan seekor babi atau 
benda-benda haram lainnya 
4) Kadar benda yang diwakafkan tidak boleh melebihi jumlah sepertiga 




d. Ikrar Wakaf (sighat) 
Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan 




e. Peruntukan Harta Benda Wakaf (maukuf‟alaih) 
Yang dimaksud adalah peruntukan dari pemanfaatan atau 
penggunaan harta wakaf sesuai dengan kehendak wakif. Wakaf harus 
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 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet-2, 1997, hlm. 109. 
24 Hadi Setia Tunggal, loc it. 
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dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari’at 
Islam. 
Syarat-syarat peruntukan harta benda wakaf adalah qurbat atau 
pendekatan diri kepada Allah.
25
 Wakaf adalah perbuatan yang bertujuan 
mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi obyek atau 
tujuan wakafnya harus obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang 
qurbat kepada Allah. 
f. Jangka Waktu Wakaf 
Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah harta benda 
wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang 
dan atau bahkan untuk selama-lamanya, bukan untuk waktu sesaat. Untuk 
jangka waktu ini sangat terkait erat dengan unsur harta benda wakaf yang 
diharuskan tahan lama. 
Batasan waktu dalam wakaf diperbolehkan, baik karena keadaan 
barangnya
26
maupun karena keinginan wakif atau tujuan wakaf. Karena 
dalam hal ini jelas ada perbedaan antara shadaqah dengan wakaf yang 
merupakan shadaqah jariyah. Dalam wakaf, bagaimanapun juga yang 
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  M. Tahir azhary, et al, op. cit, hlm. 116. 
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 Ulama’ fiqih sepakat untuk menerima wakaf sementara, sebagai bagian dari wakaf Islam, 
tanpa harus menyebutkannya sebagai wakaf sementara, akan tetapi memasukkan kedalam wakaf abadi. 
Yang termasuk jenis wakaf ini adalah wakaf yang berdasarkan keadaan bendanya tidak kekal, akan 
tetapi bisa rusak pada suatu hari nanti. Seperti wakaf bangunan,pohon, kuda dan buku. Sedangkan 
wakaf abadi adalah wakaf yang tidak bisa rusak dan berakhir berdasarkan keadaan bendanya. 
Sebenarnya wakaf abadi, selamanya tidak pernah mungkin ada pada wakaf barang bergerak dan 
bangunan. Lihat Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif., Jakarta: Khalifa, Cet-1, 2005, hlm. 102 
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penting adalah adanya kandungan dan aplikasi dari manfaat, serta 
keberlangsungan harta wakaf, yang dapat digunakan tidak hanya sekali. 
Meskipun ada batasan waktu tertentu, kebaikan tersebut bisa dinyatakan 
sebagai wakaf dan diperlakukan secara hukum berdasarkan wakaf.
27
  
D. Macam-macam Wakaf 
Ditinjau dari segi tujuan atau peruntukan wakaf, pada dasarnya dibagi 
menjadi dua bentuk, yaitu : pertama, wakaf ahli atau wakaf khusus adalah wakaf 
yang peruntukkannya untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih baik itu 
keluarga wakif maupun orang lain.28  
Wakaf ahli ini kerap dan banyak juga terjadi dikalangan masyarakat. Bentuk 
wakaf ini, di dalam prakteknya mirip dengan lembaga Adat yang berbentuk 
pusaka. Hanya bedanya, kalau wakaf Ahli pemberiannya itu tidak terkait harus 
ditunjukkan hanya untuk keluarga wakaf atau keturunan, melainkan dapat 
diberikan kepada siapa saja sesuai dengan keinginan si wakif, baik kepada orang-
orang yang masih terkait hubungan kekeluargaan dengan si wakif ataupun tidak.29 
Dalam satu segi, wakaf ahli ini baik, karena si wakif mendapatkan dua 
kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakaf juga kebaikan dari silaturrahmi 
terhadap keluarga yang diberikan wakaf.30  
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 Ibid, hlm. 104. 
28  Muhammad Daud Ali, op cit, hlm. 90 
29
 Taufik Hammami, Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional, Jakarta: 
PT. Tatanusa, 2003, hlm. 66. 
30  Departemen Agama, op cit, hlm. 15-16 
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Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf 
itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf,31 
Akan tetapi pada sisi lain wakaf ahli ini sering memunculkan masalah. 
Seperti halnya bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi, 
siapa yang berhak mengambil manfaat benda wakaf tersebut, atau sebaliknya, 
bagaimana jika anak cucu si wakif yang menjadi tujuan wakaf itu berkembang 
sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian 
hasil harta wakaf tersebut.  
Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang 
dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan 
kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi 
harta wakaf.32  
Yang kedua ialah wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang 
diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum, atau sering kita kenal 
dengan wakaf sosial.  
Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga 
sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit dan rumah 
yatim piatu.33  
Wakaf khairi atau wakaf sosial inilah yang sesuai dengan ajaran Islam dan 
yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna 
                                                 
31 Hendi Suhendi, Fiqh Muammalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 244. 
32 Ibid 
33 Muhammmad Daud Ali, Op Cit, hlm. 90 
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memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan 
kendatipun ia meninggal dunia selama wakaf itu masih dapat dimanfaatkan.  
Dalam penggunaannya wakaf khairi jauh lebih banyak manfaatnya 
dibandingkan dengan wakaf ahli. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang 
mengambil manfaatnya. Dalam jenis wakaf ini wakif dapat mengambil 
manfaatnya dari harta yang diwakafkan itu, seperti halnya masjid maka wakif 
boleh mempergunakannya (mengambil manfaatnya).34 
Secara subtsansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu cara untuk 
membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan harta benda yang 
diwakafkannya pun benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum.   
Wakaf khairi ini sudah sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, yakni 
untuk kemaslahatan umat, baik di bidang ekonomi, pendidikan dan sasaran soial 
kemasyarakatan lainya. Wakaf ini sangat kecil sekali kemungkinanya untuk 
disalahgunakan, karena yang memilikinya bukan perseorangan. Dengan 
demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa pemanfaatanya untuk 
kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.  
Ditinjau dari segi waktu atau kelanjutannya sepanjang zaman, wakaf ini 
dibagi 2, yaitu : wakaf abadi dan wakaf sementara. Wakaf abadi ialah wakaf yang 
diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang dapat 
dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, tidak habis dalam sekali pakai, 
hal ini dikarenakan wakaf itu lebih mementingkan manfaat dari benda tersebut. 
                                                 
34 Departemen Agama, op Cit, hlm. 17 
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Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi, yang pahalanya berlipat 
ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada. Pahala wakaf ini mengalir 
untuk wakif selama wakafnya terus berlangsung. Wakaf ini disebut shadaqah 
jariyah yang paling sempurna bentuknya. 
Keabadian wakaf biasanya berlangsung secara alami pada wakaf tanah. 
Sedangkan bangunan dan benda lainnya tidak mungkin berlangsung kekal tanpa 
ada penambahan barang baru lainnya, baik itu berupa perawatan dan rehabilitasi 
yang berkelanjutan atau mengganti benda baru atas kebijakan Nazhir wakaf atau 
pimpinan perusahaan yang bendanya mengalami kerusakan karena sering 
digunakan. 
Apabila wakaf tidak mempunyai sumber dana untuk pembiayaan perawatan 
dan rehabilitasi, maka semua wakaf selain wakaf tanah hasilnya sementara, 
karena semua wakaf aelain tanah akan rusak dan punah. 
Wakaf sementara ialah wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan 
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BAB III 
WAKAF HAK PELAYANAN 
 
A. Harta Benda Wakaf. 
Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi 
sekaligus, ialah dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi
1
. Dimensi religi, 
wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam 
kehidupan masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (wakif) 
mendapat pahala dari Allah SWT karena mentaati perintahnya. 
Dimensi sosial ekonomi, karena syariat wakaf mengandung unsur 
ekonomi dan sosial, dimana kegiatan wakaf melalui tangan sang dermawan 
telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa.  
Manusia dalam perkembangan dan pertumbuhannya yang dinamis secara 
terus menerus melahirkan peristiwa baru (al-waqa’i), maka dapat dipahami 
bahwa kebutuhan akan pemaknaan dalam hukum Islam, termasuk dalam 
wakaf adalah sesuatu yang dianjurkan.   
Dan dalam ikhtiar pembentukan hukum, perlu kiranya memperhatikan 
beberapa landasan epistemologis, antara lain di dalamnya meliputi : rasa 
keadilan dan kebenaran, nilai sosial dan kultural, nilai yuridis dan nilai 
normative yang menghidupi masyarakat, dan sejalan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan nasional di sebuah negara.
2
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Pada hakikatnya, perubahan/ pembangunan dalam bidang hukum adalah 
ikhhtiar bersama mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan 
hukum yang berlaku, kemudian diarahkan secara maksimal untuk 
pembentukan hukum baru yang lebih baik. Hal ini terjadi dalam 
perkembangan perwakafan di Indonesia. 
Dalam definisi wakaf menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan 
(mauquf) adalah berupa benda yang tetap (ditahan pokoknya) dan manfaatnya.    
Dalam wakaf, harta yang akan diwakafkan merupakan sesuatu yang 
sangat penting, karena akan terjadi perkembangan dalam wakaf ketika sumber 
wakaf bukan hanya benda tidak bergerak saja. 
Benda wakaf sebagaimana dalam fiqh Islam meliputi berbagai benda 
(benda tetap dan benda bergerak), meski berbagai riwayat/ Hadits yang 
menceritakan masalah wakaf adalah mengenai tanah, tetapi berbagai ulama 
memahami wakaf selain tanah boleh saja,
3
 asal saja zat benda itu tetap atau 
tahan lama. Maksudnya, bukan barang cepat habis bila dipakai atau diambil 
manfaatnya.
4
 Hal ini sejalan dengan fiqh Islam yang berkembang dalam 
Ahlussunah, dikatakan: “Sah kita mewakafkan binatang”. Demikian juga 
pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, serta Imam Malik.
5
 
Sehubungan dengan harta yang dapat diwakafkan (mauquf bih) 
merupakan salah satu rukun wakaf, dimana barang atau benda yang 
diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat diantaranya: harta tetap zatnya, dan 
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dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, harta yang diwakafkan 
harus lah jelas wujud dan batasan-batasannya, dan yang paling utama harta 




Dari berbagai macam syarat benda yang diwakafkan sebagaimana di 
atas, maka harta benda wakaf dapat diklasifikasikan menjadi tiga kriteria 
sebagai berikut: 
1. Bersifat Kekal  
Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah sebagai sumber dana 
yang terus menerus untuk kepentingan pembiayaan fisik maupun non fisik 
maka harta wakaf harus merupakan harta kekayaan, pembiayaan dan 
pelaksanaan amalan-amalan kebajikan dalam kehidupan yang sesuai 
dengan ajaran Islam. 
Para ahli fiqh berpendapat, bahwa harta benda yang diwakafkan 
pada dasarnya adalah benda tetap, tetapi juga tidak menutup kemungkinan 
mewakafkan benda yang bergerak. 
Mayoritas Fuqaha sependapat, bahwa wakaf bertujuan untuk 
selamanya. Oleh sebab itu Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta 
benda wakaf adalah harta yang baik, kekal dan tetap atau tidak dibatasi 
oleh waktu. Tetapi mereka juga memperbolehkan mewakafkan barang 
yang bergerak dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a.  Benda yang mengikuti benda tetap, dan ini dibagi menjadi 2 : 
1) Benda yang melekat pada benda tetap seperti bangunan dan 
pohon. 
2) Benda bergerak yang khusus untuk mengelola atau memelihara 
benda tetap, seperti hewan pembajak atau sapi untuk bekerja. 
b.  Benda itu bernilai dan bisa digunakan. Seperti pedang untuk 
berperang, hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Kholid Bin Walid 
yang mewakafkan pedang untuk berperang. 
c.  Apabila hal itu berlaku sebagai adat istiadat, seperti mewakafkan 
mushaf atau kitab. 
Dalam Ilmu Fiqh juga disebutkan, bahwasannya mazhab 
Syafi'iyah dan Hanabilah juga memperbolehkan wakaf benda bergerak 
sebagaimana mewakafkan benda tetap, sedangkan keabadian wakaf 
tersebut tergantung pada sifat benda tersebut. Jika benda itu tidak 
mengalami kerusakan, seperti tanah, maka keabadian wakaf itu lebih 
terjamin, selama tanah itu dapat dimanfaatkan.  
Sedangkan bagi harta wakaf yang mengalami kerusakan maka 
keabadian wakaf itu menjadi terbatas sampai benda itu tidak terpakai lagi. 
Seperti mewakafkan bangunan masjid, maka keabadian wakaf itu terbatas 
sampai bangunan itu menjadi rusak, tidak terpakai lagi.7  
2. Memiliki Nilai 
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Ibadah wakaf selain mempunyai nilai ta'abudiyah juga bertujuan 
untuk dapat merealisasikan ajaran agama Islam dalam hal solidaritas 
sosial. Dimana masyarakat diharapkan dapat membantu orang lain yang 
merupakan salah satu sarana untuk menciptakan kesejahteraan, dan wakaf 
juga diharapkan dapat menjadi sumber dana yang potensial. Oleh karena 
itu harta yang akan diwakafkan haruslah harta yang memiliki nilai, berarti 
harta yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain dan juga salah satu 
jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
3. Milik Sendiri 
Harta wakaf harus benar-benar milik wakif. Harta yang belum 
jelas pemiliknya tidak boleh diwakafkan, seperti harta warisan yang belum 
dibagikan, harta berserikat yang belum ditentukan siapa-siapa pemiliknya, 
harta yang telah dijual tapi belum lunas pembayarannya dan sebagainya. 
Harta yang sedang tergadai lebih baik tidak diwakafkan, kecuali 
wakif mempunyai harta yang lain yang tidak tahan lama. Nilai harga 
hartanya yang tidak tahan lama sebanding dengan nilai harta yang sedang 
tergadai. Dalam hal ini pemilik harta dapat merundingkannya dengan 
pihak pemegang barang. Jika pemegang barang itu menyetujui harta itu 
dapat diwakafkan, maka pemilik harta dapat mewakafkannya. Sebaliknya 
jika yang memegang barang tidak mengizinkannya, maka harta itu tidak 
dapat diwakafkan.8  
                                                 
  
8
   Ibid. 
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Pada permulaan wakaf disyari'atkan pada zaman Rasulullah, maka sifat-
sifat harta yang diwakafkan ialah : harta yang tahan lama dan bermanfaat, 
seperti tanah dan kebun
9
. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa 
harta selain tanah dan perkebunan dapat diwakafkan asal manfaat dan tahan 
lama, seperti binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu 
pengetahuan, bangunan dan sebagainya. 
Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus 
mutaqawwim, artinya barang yang dimiliki seseorang dan barang yang 




Bagaimana suatu benda (wakaf) itu bisa dikategorikan memiliki nilai 
keabadian manfaat, karena urgensi dalam wakaf adalah kemanfaatan yang 
tahan lama. Paling tidak ada empat hal dimana benda wakaf (shadaqah 
jariyah) akan mendapatkan nilai pahala yang terus mengalir karena 
kemanfaatannya, diantaranya
11
:   
a. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada wakif itu sendiri. 
Secara material, para wakif berhak (boleh) memanfaatkan benda wakaf 
tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. 
Secara immaterial, para wakif pasti akan mendapatkan pahala karena 
                                                 
9
 Asymuni et al, Ilmu Fiqh 3, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan 
Agama Islam Departemen Agama, 1986, hlm. 214  
10
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benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya 
oleh masyarakat banyak.  
b. Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya, atau dapat 
dibahasakan sederhana dengan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf 
melebihi nilai intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf  itu sendiri sejatinya 
lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (masyarakat) dari pada benda 
itu sendiri. 
c. Harta wakaf tidak menjadikan dan mengarahkan kepada bahaya 
(madharat) bagi orang lain atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam 
Islam. 
Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) tidak disyaratkan bahwa benda 
yang diwakafkan harus kekal selamanya, tetapi lebih pada kepada fungsi 
benda yang diwakafkan
12
. Dalam pasal 215 ayat (4) KHI, menyebutkan 
"benda wakaf adalah segala benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki 
daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam"
13
. 
B. Wakaf Hak Pelayanan 
Dalam perkembangannya, sejak zaman Khulafaur Rasyidin sampai 
sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam 
Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad. Oleh karena itu, ketika suatu hukum 
Islam yang masuk dalam wilayah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat 
                                                 
12
 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan ……., op cit., hlm. 38 
13
 Abdurrahman, Kompilasi Hokum Islam Di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika 
Pressindo, 1995, cet 2, hlm. 165 
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fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik 
(berorientasi pada masa depan)
14
.  
Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf 
merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan zaman, apalagi ajaran wakaf termasuk bagian dari 
muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas. 
Untuk lebih memfokuskan pada pembahasan yang penulis teliti, jadi 
peneliti akan lebih luas pembahasannya dalam harta benda wakaf berupa hak 
pelayanan.  
Hak pelayanan merupakan sesuatu yang baru dalam dunia perwakafan, 
karena selama ini benda yang dapat diwakafkan berupa benda bergerak dan 
tidak bergerak.  
Sebelum lebih jauh berbicara tentang hak pelayanan, peneliti akan 
menjelaskan tentang apa itu hak pelayanan.  
Dalam Kamus Hukum, tidak ada yang secara tegas mendefinisikan hak 
pelayanan, untuk itu penulis akan mendefinisikan perkata. Hak adalah 
kepunyaan milik, kekuasan yang baru untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan 
yang benar atas sesuatu.
15
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaaan untuk 




Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqiy dalam pengantar 
Fiqh Muamalah, hak adalah : 
 افيلكتوا ةطلس عرشلا هبررقي صاصتخا 





Demikianlah pengertian mengenai hak, sedangkan secara umum 
pengertian pelayanan ada dua istilah yang saling terkait yaitu pelayanan dan 
melayani. Pengertian pelayanan adalah usaha melayani, sedangkan melayani 
adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang di perlukan seseorang.
18
 
Pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung 
antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan 
kepuasan pada pelanggan.
19
 Jadi dapat di simpulkan bahwa pelayanan adalah 




Dari pemaparaan pengertian hak dan pelayanan diatas, maka wakaf berupa 
hak pelayanan ialah wakaf yang menjadi kepunyaan milik atau kekuasaan untuk 
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 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Bessar Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Depdikbud, 1994, hlm. 334  
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PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 121 
18
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berbuat sesuatu guna menyediakan pelayanan baik berupa barang dan jasa bagi 
orang lain (masyarakat umum) yang membutuhkan. 
Wakaf hak pelayanan hampir menyerupai wakaf manfaat. Karena, wakaf 
seperti ini yang diwakafkan sendiri bukan bendanya, melainkan hasil dari benda 
wakaf atau manfa’at dari benda tersebut. Contoh wakaf manfa’at ialah seperti A 
menyewa rumah, dengan demikian A mempunyai hak memanfaatkan rumah 
yang disewanya.
21
 Praktek Pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang 
dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi 
yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan 
diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. 
Pemahaman yang paling  mudah untuk dicerna dari maksud Nabi adalah bahwa 
substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan 
bendanya (wakaf), tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa’at dari benda 
tersebut untuk kepentingan kebajikan umum. 
Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan 
dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para 
ulama’ dikategorikan sebagai amal ibadah Shadaqah jariyyah yang memiliki 
nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah 
meningggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana 
sekalipun, bahwa kontinyuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan 
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 Departemen Agama RI, Fiqih Wakaf, Jakarta:  Direktorat pengembangan zakat dan 
wakaf, 2005, hlm. 34. 
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aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak 
kebajikan ( kepentingan masyarakat banyak).
22
 
Diantara bentuk wakaf baru adalah wakaf pelayanan tertentu untuk orang 
tertentu dengan sifat yang tertentu juga baik untuk selamanya ataupun jangka 
waktu tertentu. Bentuk wakaf pelayanan ini bisa dibagi menjadi : 
 Wakaf pelayanan angkutan atau pengiriman mushaf Al-Qur’an dan buku-
buku ilmiyah secara gratis ke masjid atau keperpustakaan. Pihak yang 
memberi pelayanan seperti ini misalnya pemilik jasa angkutan, seperti 
Perusahaan penerbangan, Perusahaan jawatan kereta api, pemilik jasa 
angkuatan laut, atau Perusahaan angkutan darat, Perusahaan pos dan giro; 
baik dari pihak pemerintah atau swasta. Apabila hal tersebut dilakukan oleh 
Perusahaan swasta,  maka amal kebaikannya disebut wakaf, dan apabila 




 Pelayanan kesehatan gratis terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu. 
 Wakaf pelayanan telepon, misalnya seseorang membeli jasa telepon lokal 
dari Perusahaan telekomunikasi untuk sepuluh tahun kedepan atau 
selamanya, kemudian pelayanan telepon yang telah dibelinya diberikan 
kepada rumah sakit, atau rumah yatim piatu atau perpustakaan umum. 
Perusahaan telekomunikasi bisa menjual jasa pelayanan telepon untuk 
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sementara dan selamanya, selama jasa itu dibatasi, misalnya untuk 
sumbangan lokal saja. 
24
 
 Pelayanan terhadap masyarakat yang terkena musibah gempa bumi dan 
banjir. 
Wakaf yang menghasilkan barang dan jasa diharapkan dapat 
dikembangkan lebih produktif lagi.
25
 Mengingat bangsa Indonesia saat ini 
sedang dalam keterpurukan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WAKAF HAK 
PELAYANAN 
 
A. Hak Sebagai Harta Benda  
Perwakafan pada awal Islam atau zaman Nabi Muhammad SAW hanya 
berkutat mengenai tanah sebagai harta benda yang sah diwakafkan. Dalam 
perkembangan zaman yang serba cepat ini perkembangan wakaf juga ikut 
berubah.  
Di Indonesia perwakafan juga mengalami perkembangan yang signifikan 
terutama dalam harta benda wakaf, yakni pemberlakuan hak sebagai salah satu 
harta benda yang dapat diwakafkan. Yang jadi masalah, bagaimana sebuah hak 
dikatakan harta benda wakaf, karena salah satu syarat harta benda wakaf adalah 
berupa benda atau jelas bendanya. 
Dari sini penulis akan memaparkan tentang pemberlakuan hak sebagai harta 
benda yang dapat diwakafkan. 
Dalam bab sebelumnya atau bab III telah dibahas mengenai pengertian hak, 
yaitu kepunyaan milik, kekuasan yang baru untuk menuntut sesuatu atau 
kekuasaan yang benar atas sesuatu. 
 Hak dalam pengertian yang umum dibagi kepada dua bagian yaitu  :mali 
dan ghoiru mali. Hak mali ialah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti 
43 
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kepemilikan benda-benda atau hutang piutang.
1
Dan hak Ghoiru mali ialah seperti    
hak yang bukan berupa kepemilikan harta benda contohnya hak wali. Hak ghoiru 
mali dibagi tiga :  
1. Hak syakhshi 
Ialah suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ untuk seseorang terhadap 
orang lain. Hal ini ada kalanya dengan mengerjakan sesuau perbuatan yang 
mempunyai nilai kemaslahatan shahibul haqq. Penjual umpamanya berhak 
meminta harga sedangkan pembeli berhak menerima barang. Hak-hak dalam 
contoh ini merupakan perbuatan. 
2. Hak „aini 
Ialah suatu kewenangan seseorang untuk mentasarufkan hartanya secara 
langsung, seperti halnya hak milkiyah. Dalam hak milikiyah ini tidaklah 
diperlukan ada orang kedua. Hak „ainiah ada dua macam : 
Yang pertama ialah ashli, mempunyai wujud yang berdiri sendiri. Yang 
berwujud dengan adanya shahibul haqq dan benda dan benda tertentu, seperti 
hak milkiyah, hak irtifaq, dan sebagainya. 
Yang kedua, tab‟i  ialah yang merupakan jaminan yang ditetapkan untuk 
seseorang yang menghutangkan uangnya atas yang terhutang, agar orang yang 
menghutangkan uang itu dapat menerima kembali. 
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3. Hak adabi 
Hak adabi atau dalam istilah sekarang dikatakan hak ibtikar (hak cipta) 




Dalam hal ini, hak pelayanan masuk pada hak „aini yang bersifat haq al-
milkiyah ialah hak yang memberikan pada pemiliknya, hak wilayah. Boleh ia 
memiliki, menggunakan dan mengambil manfaatnya.
3
  
Dilihat dari konsep harta menurut hukum Islam, harta adalah sesuatu yang 




Sedangkan Muhammad Syalabi menyampaikan harta seperti dikutip Gufron 




Harta dalam pandangan fuqaha memiliki dua unsur 
6
: 
a. Ainiyah, ialah harta itu merupakan benda, ada wujudnya dalam kenyataan, dan  
b. Urf‟. Adalah harta itu dipandang harta oleh manusia, baik semua manusia 
ataupun sebagian dari mereka; dapat diberi atau tidak diberi. Harta juga terkait  
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dengan adat kebiasaan, situasi dan kondisi suatu masyarakat. Pada zaman ini 
adakalanya manfa’at suatu benda lebih banyak (besar) menghasilkan penambahan 
harta dibandingkan dengan wujud bendanya sendiri.
7
 
Dari pemaparan mengenai hak, hak bukanlah sebuah harta, hak hanya 
sebagai perimbangan harta. Meski demikian, hak merupakan milk al-manfaat 
yaitu seseorang yang hanya memiki manfa’atnya saja dari suatu benda, seperti 
benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya.
8
  
Oleh jumhur ulama dikatakan, bahwa harta tidak saja bersifat meteri, tetapi 




Dari pemaparan di atas, maka menurut penulis suatu hak tidak dapat 
dikatakan sebagai benda yang dapat diwakafkan. Dengan alasan bahwa meski hak 
di sini merupakan harta benda, namun hak hanya benda yang berupa non materi. 
Jadi tidak dapat dijadikan sebagai salah satu harta benda wakaf, karena harta 
benda wakaf haruslah mempunyai bentuk dan batasan-batasan yang jelas, serta 
memiliki nilai ekonomi. 
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Pelayanan Sebagai Wakaf 
Dalam bab III telah dijelaskan mengenai hak pelayanan, yaitu kekuasaan 
untuk berbuat sesuatu guna melayani atau menyediakan pelayanan baik berupa 
                                                 
7
 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT. 
RajaGrafindo, 2003, hlm. 58. 
8
  Hendi Suhendi, op cit, hlm. 41. 
9
 M. Ali Hasan,op cit, hlm. 56. 
 
 47 
barang dan jasa bagi orang lain (masyarakat umum) yang membutuhkan. Yang 
jadi permasalahan ialah bagaimana hak pelayanan dianggap sebagai salah satu 
bentuk wakaf 
Wakaf merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, dan juga merupakan 
masalah kemasyarakatan. Dalil yang menjadi dasar disyari’atnya ibadah wakaf 
bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Namun 
tidak ada dalam Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, 
bahkan tidak ada satupun ayat Al-Qur’an yang menyinggung kata “waqf”.10  
Dengan sedikitnya dasar hukum baik itu dalam Al-Quran maupun dalam 
Hadits Nabi, untuk itu perlu penafsiran/ijtihad yang harus dilakukan, terhadap 
konsep wakaf yang telah ada. Karena permasalahan wakaf berubah dan 
berkembang dengan cepat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
perkembangan zaman, sebagaimana hukum itu terjadi perubahan, baik disebabkan 
perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat istiadat. 
Karakter dinamis hukum Islam ini diisyaratkan sendiri oleh Al-Quran. Oleh 
karenanya, Al-Quran tidak mungkin menjadi musuh bagi perubahan dan 
pemikiran evolusi. Prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam Al-Quran 
berdimensi luas serta tidak menjadi penghalang bagi berkembangnya pemikiran 
manusia termasuk dalam aktivitas legislatifnya.  
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Jelas, dalam permasalahan wakaf banyak terdapat ruang bagi umat Islam  
untuk melakukan ijtihad, seiring dengan perubahan waktu dan zaman, citra 
hukum yang selalu ingin mencari dan memberikan kepastian hukum, maka 
banyak sekali aspek keterlibatan hukum itu mempengaruhi masyarakat, 
sebaliknya bila terjadi perubahan dalam masyarakat maka hukum selalu berubah 
dan berkembang, sebagaimana terdapat dalam qaidah ushul :  
 ىاهزلااريغتب ماكحْلااريغتركٌي لا 
 Artinya : " Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum akibat 
perubahan masa"
11
. Berarti, penyempurnaan konsep hukum, selalu melibatkan 
dimensi ruang waktu yang melingkupi masyarakat. 
Manusia dalam perkembangan dan pertumbuhannya yang dinamis secara 
terus menerus melahirkan peristiwa baru (al-waqa‟i), maka dapat dipahami 
bahwa kebutuhan akan pemaknaan dalam hukum Islam, termasuk dalam wakaf 
adalah sesuatu yang dianjurkan.   
Pada hakikatnya, perubahan/ pembangunan dalam bidang hukum adalah 
ikhtiar bersama mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan 
hukum yang berlaku, kemudian diarahkan secara maksimal untuk pembentukan 
hukum baru yang lebih baik.  
Ayat Al-Qur’an dan Sunnah mengenai wakaf yang sedikit itu mampu 
memberi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa’ur Rasyidin sampai 
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sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui 
ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam 
ditetapkan sebagai hasil ijtihad. 
Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam 
wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap 
penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). 
Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan 




 Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf 
merupakan ajaran yang bersifat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki 
sesungguhnya begitu besar sebagai sebagai tonggak roda kesejahteraan 
masyarakat banyak. 
Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihad, 
dengan sendirinya menjadi pendukung non majerial yang bisa dikembangkan 
pengelolaannya secara optimal. 
Demikian juga hak pelayanan sebagai wakaf, dimana dalam Al-Qur’an dan 
Sunnah tidak ada secara rinci menjelaskan ketentuan wakaf ini. Maka sebagai 
dasar hukum wakaf hak pelayanan memakai metode ijtihadi yaitu qiyas.   
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Qiyas menurut bahasa ialah mentakdirkan atau mengukurkan, atau 
menyamakan, atau memperbandingkan sesuatu dengan yang lain.
13
 
Sedangkan Qiyas menurut ahli Ushul Fiqih adalah mempersamakan suatu 
kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash 
hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam 
illat hukumnya.
14
 Maka, yang menyebabkan qiyas adalah persamaan antara al-
muqayyis (kasus yang dianalogikan) dengan al-muqayyis alaih (kasus yang 
menjadi obyek analogi) dalam satu perkara. Perkara yang mempertemukan dua 




Mengacu kepada definisi diatas, maka yang dimaksud dengan qiyas disini 
adalah qiyas syar’i bukan qiyas aqli. Qiyas yang didalamnya terdapat ciri-ciri 
(amarah) dari syara’ yang menjadi legalitasnya sebagai qiyas, yaitu adanya illat 
syar‟i yang dijelaskan oleh nash. 
1. Rukun qiyas  
Dari penjelasan diatas, jelas bahwa qiyas adalah dalil syara’ yang terdiri 
dari empat pilar utama : 
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14
 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh,Terjemahan Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, 
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a. al-Ashl: kasus yang menjadi sumber, sandaran atau pijakan qiyas (al-
muqayyas alaih). Dalam hal ini, hukum asal yang menjadi pijakan qiyas 
haruslah hukum syara’ dengan dalil dari al-Kitab, as-Sunnah dan Ijma’ 
sahabat. Dalil yang menyatakan hukum asal tersebut bukan dalil yang juga 
menjelaskan derivatnya (afrad). Hukum asal juga menjelaskan illat secara 
spesifik, tidak kabur.  
b.   al-Far‟u: kasus yang akan dianalogikan atau disandarkan kepada ashl (al-
muqayyas). Dalam hal ini, hukum far‟u (derivat) tidak dinyatakan dengan 
jelas (mu‟aradh rajih), yang menuntut ditolaknya sesuatu yang ditetapkan 
oleh illat. Dengan kata lain, ia tidak dinyatakan dalam kasus asal. Illat 
yang ada didalamnya sama-sama dimiliki illat al-AShl. Hukum derivat 
juga tidak dinyatakan secara ekplisit (manshush alaih) dalam kasus asal. 
Hukum derivat tidak mendahului hukum asal. 
c.  Hukum syara’ pada as-Ashl: hukum yang ditetapkan bagi cabang dan sama 
dengan yang terdapat pada pokok.
16
 
d. Illat: sifat yang mengikat (sifat mundhabithah), yang menyatukan antara 
kasus asal yang dijadikan pijakan analogi (al-muqayyas alaih) dengan 
derivat (al-muqayyas).Illat harus bersifat muta‟addin (mencakup banyak 
aspek), tidak terbatas. 
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Tinjauan hukum islam untuk wakaf hak pelayanan, dapat diqiyaskan dengan 
Sunnah nabi yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan 
tanahnya yang ada di Khaibar, yaitu : 
 تم ت   ٌَمِرب ٌَييا ََٔتلَرى تَرَر ْي َ ِب ارِبَْاص ُررَوُع َعارََاص أ:َاَر  َررَوُع ِيْبا ِيَع
 ٍُُرِْهَلتَْسي  َ:َاَقى َاِِْيى َري َرَر ْي َ ِب ارِبَْاص ُت ََْاص ٓ ٌِِىإ ِالله :َ ْ ُسَاَاي  أ ْ رُِاص ْن
 َترَْس َح َتَْ ر َِ  ْىإ أ:َاَر  اَِ ِرب ًُِٔرُْهلَرتاََوى ُتَرٌْ ِه ِٓ رٌْ ِع ََسفًْ َص َْ ُ   َ ٌَُط  َلآاَه
 تَاُِلرْاص ُلاَر ُيلا ٍُ ٌَىص َُررَوُع اَرِِب َتَْ  ٌَِ رََصَتى أ :َاَر  تاَرِِب َتَْ َِ ََصت َّ  َاَِلْاص
 َ ٌِ رََصَتى أ:َاَر  ُْ َرُ ْ ُي لا َّ  ُثَاُْي لا َّ  ُلَات ُْي لا َّ  ِٔرى َّ  ِواَرَرُقفيا ِٔرى ُرَوُعاَرِِب
 ٔرلَع َ اَرٌُجلا ِفْيٌضيا َّ  ِلِْي ٌسيا ِيْبا َّ  ِالله ِلِْي َس ِٔى َّ  ِعَا  ٌِريا ِٔى َّ  ٔبُْرقْيا
 ٍاّار َرِْيى :ِ ٌْ ََوتُه َرْيَغ ِاقْي ِ َا ُنِعُْطي ّْ ص ِف ّْ ُرْعَوْيِاب َاٌِْ ِه ُلُكَلي ْىص َاَِِيي َّ  ْيَه
 ) نلسه ت17 
 
Artinya :”Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar telah menguasai tanah di 
Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta 
intruksi sehubungan dengan tanah tersebut”. Ia berkata: "Ya 
Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang 
aku tidak menyenanginya seperti padanya, apa yang engkau 
perintahkan kepada-ku dengannya?” Beliau bersabda: " Jika kamu 
menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya”. 
Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, 
dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-
orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan 
tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari 
hasil tanah tersebut dengan cara yang ma‟ruf dan memakannya tanpa 
maksud memperkaya diri”. 
 
Dalam hal ini menahan pokoknya, menyedekahkan (hasilnya) adalah al-
Ashl, sementara hukum al-Ashl (hukum yang terdapat dalam hukum asal) yaitu 
wakaf tanah, menyedekahkan hasilnya untuk fakir miskin, sabilillah, budak 
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belian, ibnu sabil dan sebagainya adalah anjuran. Wakaf manfa’at adalah illat-
nya, sementara al-far‟u yaitu wakaf hak pelayanan.  
Jadi menurut penulis bahwa suatu hak pelayanan tidak dapat dijadikan harta 
benda wakaf, dengan alasan bahwa wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak 
dapat diqiyaskan atau disamakan dengan wakaf tanah. Karena wakaf pertanahan 
terlihat jelas bentuk bendanya, sedangkan wakaf yang berbentuk hak pelayanan 
tidak terlihat jelas bendanya. 
Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan  oleh Nabi yang dicontohkan 
oleh Umar bin Khattab sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda 
wakaf, dan juga diperintahkan untuk menyedekahkan hasil pengelolaan benda 
tersebut. Substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan 
benda wakaf, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfa’at dari benda 
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 BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Dari uraian di atas kiranya peneliti telah memaparkan secara rinci 
tentang berbagai hal yang terkait dengan harta benda wakaf yang bersifat hak 
yaitu wakaf yang berupa hak pelayanan. Dan juga peneliti telah memaparkan 
tentang tinjauan hukum Islam terhadap harta benda wakaf berupa hak 
pelayanan. Maka dapat penulis simpulkan tentang pembahasan skripsi sebagai 
berikut : 
1. Harta benda wakaf berupa hak pelayanan ialah wakaf yang menjadi 
kepunyaan milik atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu guna menyediakan 
pelayanan baik berupa barang dan jasa bagi orang lain (masyarakat umum) 
yang membutuhkan.  
2. Hak tidak dapat disebut sebagai benda yang dapat diwakafkan. Dengan 
alasan bahwa meski hak di sini merupakan harta benda, namun hak hanya 
benda yang berupa non materi. Jadi tidak dapat dijadikan sebagai salah 
satu harta benda wakaf, karena harta benda wakaf haruslah mempunyai 
bentuk dan batasan-batasan yang jelas, serta memiliki nilai ekonomi. 
3. Ditinjau dari kaca mata hukum Islam, bahwa pada dasarnya suatu hak 
pelayanan tidak dapat dijadikan harta benda wakaf, dengan alasan bahwa 
wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak dapat diqiyaskan atau 
disamakan dengan wakaf tanah. Karena wakaf pertanahan terlihat jelas 
54 
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bentuk bendanya, sedangkan wakaf yang berbentuk hak pelayanan tidak 
terlihat jelas bendanya. 
B. Saran-Saran  
Setelah peneliti mangkaji permasalahan wakaf dan lebih spesifiknya 
harta benda wakaf berupa hak pelayan, membuka cakrawala baru dalam 
memahami lembaga wakaf sebagai suatu ibadah (Hukum Islam), maka dengan 
ini penulis sampaikan beberapa saran: 
1. Pemahaman tentang wakaf yang selama ini beredar di masyarakat perlu 
dikaji ulang, karena dengan melihat dalil yang menunjukan tentang wakaf 
relatif sedikit, untuk itu perlu adanya pemahaman kembali tentang wakaf 
itu sendiri, baik menyangkut harta benda wakaf dan tujuan atau fungsi dari 
wakaf itu sendiri dengan melihat kondisi sosial masyarakat tersebut. 
2. Tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, 
dan keadaan masyarakat, pemahaman tentang wakaf bisa berkembang lagi, 
baik itu dari segi harta benda wakaf tujuan, fungsi maupun unsur lainnya 
yang ada kaitannya dengan wakaf  
C. Penutup 
Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, 
karena hanya dengan taufiq, hidayah dan inayah serta ridlo-Nya, peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. 
Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi 
kelancaran skripsi ini, akhirnya tidak banyak yang dapat penulis ucapkan pada 
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lembaran penutup ini. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti 
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